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A. LATAR BELAKANG

Demi terwujudnya good governance sebagai prasyarat bagi
pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan cita-cita
bangsa diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung
jawaban yang jelas, tepat, terukur, dan akuntabel. Hal ini sangat
mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Usaha pengembangan tersebut diatas sejalan dengan TAP MPR RI
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999
dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas
kepentingan umum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan
umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan
asas akuntabilitas. Sesuai penjelasan Undang-Undang tersebut, asas
akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melandasi usaha-usaha tersebut, pemerintah telah
menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres
tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang
diteapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud
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berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing,
lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya
disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan
tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Presiden menugaskan
Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk menetapkan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai
bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

B. MAKSUD PEDOMAN

Pedoman ini menjadi acuan BMKG dan Unit Kerjanya untuk
menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan Pelaporan Kinerja (LAKIP).

Setiap instansi pemerintah  sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang
ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres No 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan
kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai
akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala
pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan Kkinerja instansi
pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

Semua Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
BMKG selaku satuan kerja instansi pemerintah yang mendapat anggaran
dari Negara memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan
kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB No 29 tahun 2010 tentang
Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Permen tersebut dinyatakan bahwa Unit organisasi eselon |
menyusun penetapan kinerja tingkat unit organisasi setelah menerima
dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh
menteri/pimpinan lembaga dan pimpinan unit organisasi (Pasal 4, ayat 2).
Satuan kerja dan unit kerja eselon Il menyusun penetapan kinerja setelah
menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.658 6

pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja (Pasal 4, ayat 3).
Pengaturan mengenai penyampaian dokumen penetapan kinerja untuk
unit kerja mandiri lainya diatur oleh masing-masing Menteri/Pimpinan
Lembaga (Pasal 4, ayat 6).

Beberapa alasan mengapa banyak instansi pemerintah yang belum
dapat mengukur kinerjanya sehingga tidak/belum tahu tingkat kinerja
yang dicapai, karena pada umumnya instansi pemerintah:

Belum jelas perumusan tujuan (goal);
Belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur;

Belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya;

Belum berani menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk
komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal,

Belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

C. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN

Pedoman ini disusun bertujuan sebagai acuan bagi unit organisasi/unit
kerja/satuan kerjaZunit pelaksana teknis BMKG dalam menyusun
Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu
untuk membantu penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) serta pelaksanaan
pengukuran kinerja yang akan dilaporkan dalam bentuk LAKIP.

D. BATASAN/PENGERTIAN

1) Instansi Pemerintah, Instansi pemerintah adalah perangkat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan
yang berlaku terdiri dari Kementerian, Departemen, Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara,
Markas Besar TNI (meliputi: Markas Besar TNl Angkatan Darat,
Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia,
Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung,
Perangkat = Pemerintahan Provinsi, Perangkat = Pemerintahan
Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari
anggaran negara.

2) Akuntabilitas, Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan Kkinerja
dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan
untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.
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Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja instansi pemerintah adalah
gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan
instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, mISI dan strategi
instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungj awaban
secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah
instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai
komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan
strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan
kinerja.

Rencana Strategis (Renstra), Rencana strategis merupakan suatu
proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu selama 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan
dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada
atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana
strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi misi,
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran
keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana kerja tahunan merupakan
proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan
program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis dan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Unit
organisasi/Unit kerja/Unit pelaksana teknis. Hasil dari proses ini
berupa rencana kinerja tahunan yang kemudian ditetapkan dalam
dokumen Penetapan Kinerja Unit organisasi/Unit kerja/Unit
pelaksana teknis.

Pengukuran Kinerja, Pengukuran kinerja adalah proses sistematis
dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan
strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai
pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran
tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.658 8

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang
menggambarkan keterkaitan pencapaian Kkinerja kegiatan dengan
program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan,
visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

9) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang
disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

E. SYARAT PELAKSANAAN SAKIP

Agar SAKIP dapat terwujud dengan baik, maka pelaksanaanya harus
berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.

2.

Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang
bersangkutan;

Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan
sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Harus menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan;

Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan
manfaat yang diperoleh;

Harus jujur,obyektif, transparan, dan innovatif sebagai katalisator
perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk
pemutakhiran metode dan teknik pengukuran Kkinerja, dan
penyusunan laporan akuntabilitas;

Harus dapat menyajikan tentang keberhasilan/kegagalan dalam
pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk
pelaporan kinerja atau LAKIP.

F. PRINSIP-PRINSIP LAKIP

Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada
umumnya Yyaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat
dan transparan. Di samping itu perlu pula diperhatikan:

1)

2)

3)

Prinsip lingkup pertanggungjawaban, hal-hal yang dilaporkan harus
proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab
masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun
keberhasilan.

Prinsip prioritas, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan
relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban
instansi yang diperlukan untuk upayaupaya tindak lanjutnya.

Prinsip manfaat, Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya
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